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BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR & TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan vyang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun- anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
APBD Kabupaten Ogan Kometing Ult Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU
tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 28 Tahun' 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang

23,

Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2018 Nomor 701).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menetapkan

dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah

Rp. 1.538.807.155.681,00 bertambah sejumlah Rp.
Rp. 1.687.843.943.604,81 dengan rincian sebagai berikut:

(1.) Pendapatan Daerah

149.036.787.923,81

sehingga menjadi

a. Semula :Rp 1.426.911.951.826
b. Bertambah/ (berkurang) :Rp 175.808.024.415
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan :Rp 1.602.719.976.241,00
(2.) Belanja Daerah
a. Semula :Rp ©1.538.807.155.681,00
b. Bertambah/ (berkurang) . Rp 149.036.787.923,81
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan :Rp 1.687.843.943.604,81
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan : Rp (85.123.967.363,81)
(3.) Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula :Rp 113.895.203.855,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp (25.771.236.491.19)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan :Rp 88.123.967.363,81



Pengeluaran

1) Semula :Rp 2.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan :Rp

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan :Rp

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ' Rp

Pasal 2

(1.) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

(2.) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah

1) Semula :Rp 124.996.325.806,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 9.324.633.480,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan :Rp

Dana perimbangan

1) Semula :Rp 1.014.911.996.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 137.832.703.971,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan : Rp

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula :Rp 287.003.630.020,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 28.650.686.964,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah perubahan : Rp

jenis pendapatan:

a.

Pajak daerah

1) Semula :Rp 48.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp Nihil
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan :Rp

Retribusi daerah

1) Semula :Rp 3.423.461.500,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp Nihil
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula :Rp 3.525.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp Nihil
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah R
perubahan s B

3.000.000.000,00
85.123.967.363,81
Nihil

134.320.959.286,00

1.152.744.699.971,00

315.654.316.984,00

48.000.000.000,00

3.423.461.500,00

3.525.000.000,00



d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula : Rp 70.047.864.306,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 9.324.633.480,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah perubahan :Rp 79.372.497.786,00

(3.) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula :Rp 270.076.118.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 10.741.414.036,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah : Rp 280.817.532.036,00
perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula :Rp 661.416.518.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp Nihil
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan :Rp 661.416.518.000,00

¢. Dana Alokasi Khusus

1) Semula :Rp 83.419.360.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 127.091.289.935,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan :Rp 210.510.649.935,00

(4.) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
1) Semula :Rp 51.617.071.142,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhll
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan : Rp 51.617.071.142

b. Dana darurat

1) Semula :Rp NIhIl
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhIl
Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah perubahan :Rp NIhIL

c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula :Rp 52.718.496.800,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 13.544.990.964,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah .
Daerah Lainnya setelah perubahan *Rp 66.263.487.764,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula :Rp 164.702.692.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhII
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah .
perubahan :Rp 164.702.692.000



(1.)

(2.)

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula :Rp 17.965.370.078,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 15.105.696.000,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
daerah lainnya setelah perubahan

Pendapatan Lainnya

1) Semula :Rp NIhIL

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhlIl
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula :Rp 801.046.954.617,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp (8.329.812.199.19)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Belanja Langsung
1) Semula : Rp
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp

737.760.201.064,00

157.366.600.123,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

:Rp

:Rp

:Rp

:Rp

33.071.066.078,00

NIhIL

792.717.142.417,81

895.126.801.187,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja pegawai

1) Semula :Rp 552.269.191.307,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp (9.238.212.199.19)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Belanja bunga
1) Semula :Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp (5.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

Belanja subsidi

1) Semula :Rp Nlhll

2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIlhll
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Belanja hibah

1) Semula :Rp 12.419.970.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 4.,245,900.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

:Rp

:Rp

:Rp

:Rp

543.030.979.107,81

Nihil

NlhIl

16.665.870.000,00



e. Belanja bantuan sosial

1) Semula :Rp NIhIl
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 1.662.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan :Rp

1.662.500.000

f. Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Desa
1) Semula :Rp NIhIL
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIlhll

Jumlah Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Desa
setelah perubahan :Rp NIlhIl

g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1) Semula :Rp 230.707.793.310,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIlhIl

Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten
/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan :Rp 230.707.793.310,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula :Rp 650.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhIl
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan . Rp 650.000.000,00

(3.) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula :Rp 47.514.534.450,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 4.345.283.586,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan :Rp 51.859.818.036,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula :Rp 377.596.223.457,00
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 91.864.301.286,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan :Rp 469.460.524.743,00

c. Belanja Modal

1) Semula :Rp 312.649.443.157,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 61.157.015.251,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan :Rp 373.806.458.408,00
Pasal 4

(1.) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula :Rp 113.895.203.855,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp (25.771.236.491,19)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan :Rp 88.123.967.363,81



b. Pengeluaran
1) Semula :Rp
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp

2.000.000.000,00
1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

(2.) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

:Rp 3.000.000.000,00

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula :Rp
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp

55.195.203.855,00
32.928.763.508,81

Jumlah SiLPA setelah perubahan : Rp 88.123.967.363,81
b.  Pencairan Dana Cadangan
1) Semula : Rp NIhIL
2) Bertambah/ (berkurang) Rp NIhIl
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan :Rp NIlhIl
C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula :Rp NIhIL
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Ihil
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan :Rp NIhll
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula :Rp 58.700.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (58.700.000.000,00)
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan :Rp Nihil
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula ' Rp NIhIl
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp NIhIL
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman setelah perubahan :Rp NIhIL
f.  Penerimaan Piutang Daerah
1) Semula :Rp NIhIL
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NlhlIl
Jumlah Piutang Daerah setelah perubahan :Rp NIhIL

(3.) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a.

Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula :Rp

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

NIlhil



Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula : Rp 2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan *Rp 3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang
1) Semula :Rp NIhIL
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhll
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan :Rp NIhIL
Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula :Rp NIThll
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhIl
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan : Rp NThll
e. Pembayaran hutang kepada pihak ketiga
1) Semula :Rp NIThlIl
2) Bertambah/ (berkurang) :Rp NIhIL
Jumlah Pembayaran hutang kepada pihak ketiga
setelah perubahan :Rp NIThIl

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran |

Lampiran |l

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VIl

Lampiran VI

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi
SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di - Baturaja
pada tanggal, 25 Oktober 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

g

KURYANA AZIS
Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 2r Olwfplér 019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OG MERING ULU,

. >

CHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR /Q.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-131/2019)
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Batura‘]f
pada tanggal, 25 O toler 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

g

KURYANA AZIS
Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 2% Owflr w19

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OG MERING ULU,

-~

it

|

CHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR ;.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-131/2019)
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LampiranI  Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2019
Tanggal : 25 Oktober 2019

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.426.911.951.826,00 1.602.719.976.241,00 175.808.024.415,00 12,32
11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 124.996.325.806,00 ~ 134.320.959.286,00 9.324.633.480,00 7,46
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.423.461.500,00 3.423.461.500,00 0,00 0,00
1.1 .3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 0,00 0,00
¢ i Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 70.047.864.306,00 79.372.497.786,00 9.324.633.480,00 13,31
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.014.911.996.000,00 _ 1.152.744.699.971,00 | 137.832.703.971,00 13,58
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 270.076.118.000,00 280.817.532.036,00 10.741.414.036,00 3,98
1.:2..2 Dana Alokasi Umum 661.416.518.000,00 661.416.518.000,00 0,00 0,00
I Dana Alokasi Khusus 83.419.360.000,00 o 210.510.649.935,00 127.091.289.935,00 152,35
143 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 287.003.630.020,00 315.654.316.984,00 28.650.686.964,00 9,98
1.3.1 Pendapatan Hibah 51.617.071.142,00 51.617.071.142,00 0,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 52.718.496.800,00 66.263.487.764,00 13.544.950.964,00 25,69
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 164.702.692.000,00 164.702.692.000,00 0,00 0,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 17.965.370.078,00 33.071.066.078,00 15.105.696.000,00 84,08
2 BELANJA 1.538.807.155.681,00 1.687.843.943.604,81 149.036.787.923,81 9,69
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 801.046.954.617,00 792.717.142.417,81 (8.329.812.199,19) (1,04)
2511 Belanja Pegawai 552.269.191.307,00 543.030.979.107,81 (9.238.212.199,19) (1,67)
21,2 Belanja Bunga 5.000.000.000,00 0,00 (5.000.000.000,00) (100,00)
2.1.4 Belanja Hibah 12.419.970.000,00 16.665.870.000,00 4.245.900.000,00 34,19
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 0,00 1.662.500.000,00 1.662.500.000,00 0,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 230.707.793.310,00 230.707.793.310,00 0,00 0,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 650.000.00000 4 650.000.000,00 0,00 0,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 737.760.201.064,00 | 895.126.801.187,00 157.366.600.123,00 21,33
2:2:1 Belanja Pegawai 47.514.534.450,00 51.859.818.036,00 4.345.283.586,00 9,15
2.2 .2 Belanja Barang dan Jasa 377.596.223.457,00 469.460.524.743,00 91.864.301.286,00 24,33
2.2.3 Belanja Modal 312.649.443.157,00 373.806.458.408,00 61.157.015.251,00 19,56
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BERTAMBAH / (BERKURANG)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

i [ JUMLAH (Rp)
URAIAN

URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (111.895.203.855,00) (85.123.967.363,81) 26.771.236.491,19 (23,93)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 113.895.203.855,00 88.123.967.363,81 (25.771.236.491,19) (22,63)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 55.195.203.855,00 88.123.967.363,81 32.928.763.508,81 59,66
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 58.700.000.000,00 0,00 (58.700.000.000,00) (100,00)
BineiZ PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00
PEMBIAYAAN NETTO 111.895.203.855,00 85.123.967.363,81 (26.771.236.491,19) (23,93)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BATURAJA, 25 Oktober 2019
" BUPATI OKU
KURYANA AZIS
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